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BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi Daerah dewasa ini, diikuti dengan adanya perubahan-perubahan, baik peraturan Perundang-undangan maupun sistem Pemerintahan. Sistem Pemerintahan kita pada masa lalu lebih bersifat sentralistik, tetapi sekarang daerah harus mampu mengembangkan rumah tangganya sendiri. Bertambahnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah saat ini, maka secara otomatis merubah sistem Pemerintahan, kebijakan dan program serta cara pandang dan sikap para pelaksana pemerintahan di daerah. Perpindahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi berarti adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sejalan dengan itu maka daerah dengan sendirinya menentukan semua kewenangan pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil yang diperoleh daerahnya sendiri.

Sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia sebelum diterapkannya otonomi Daerah, menimbulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap daerah di Indonesia sangat kecil karena dana tersebut harus terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Sistem sentralisasi yang digunakan menyebabkan aparatur pemerintah pusat kurang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, sehingga banyak merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Besarnya sumber daya alam Indonesia tidak diiringi oleh mental dan moral aparatur pemerintah yang baik dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Negara. Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terjadi hampir disetiap departemen setiap tahunnya. Aparatur pemerintah harusnya melaksanakan tugas untuk melayani dan mengelola sumber daya yang ada, justru sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang hanya mementingkan diri pribadi.

Penerapan sistem desentralisasi atau otonomi Daerah harus dapat mengelola dan membangun daerahnya sendiri dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerahnya. Tindakan aparatur dan kemampuan dana yang tersedia dari PAD akan secara konkrit terlihat oleh masyarakat apabila terdapat hal-hal yang dilakukan oleh aparatur baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Pembangunan daerah setelah diterapkannya otonomi Daerah secara otomatis adalah tanggung jawab penuh pada masing-masing pejabat daerah yang melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah akan diketahui oleh masyarakat dengan menilai antara PAD dengan hasil pembangunan didaerah tersebut. Setelah diterapkannya konsep otonomi Daerah, maka daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber PADnya. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Bangsa Indonesia pada masa lalu memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak yang paling terasa dari krisis itu adalah semakin banyaknya daerah-daerah yang menjadi miskin. Sistem pemerintahan yang dahulu bersifat sentralistis ternyata banyak membuat kesenjangan pembangunan dan terlalu terpusatnya kekayaan Negara di pemerintahan pusat sehingga mengalami masalah yang sangat pelik. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, setiap daerah harus selalu menunggu perintah dari pemerintah pusat baik itu dalam perencanaan maupun pendanaan. Seiring dengan itu maka otonomi Daerah menjadi jawaban yang paling tepat saat ini pada masa perubahan kepemimpinan dan sistem di Indonesia.

Keuangan daerah yang terdiri dari PAD, dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain yang sah, yang semuanya dimiliki oleh masing-masing daerah. PAD yang merupakan komponen yang penting bagi terciptanya pemerintahan yang berjalan sesuai dengan perencanaan di daerah. Berjalannya pemerintahan di suatu daerah tergantung dengan pendapatan yang didapatnya, sebab tidak mungkin bagi daerah yang hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah daerah mendapatkan sumber dana dari dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan antara pusat dan daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Biasanya dana perimbangan antara Pusat dan Daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan diberikan dalam bentuk proyek-proyek yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan juga selalu dimasukan kedalam pembiayaan proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Daerah.

Bertambahnya tugas, kewajiban, tanggung jawab, hak dan wewenang Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa didukung sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menjalankannya, menggali, dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien  untuk pencapaian target  Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dimungkinkan mengingat potensi kabupaten Sumedang cukup memadai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul Laporan ini adalah : PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2005.

1.2  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1.
Bagaimana pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  ?

2.
Bagaimana pengelolaan retribusi daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  ?

3.
Bagaimana pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005?

4. Bagaimana pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005?

1.3
Maksud dan Tujuan KKL

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005.

Adapun Tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1.
Untuk mengetahui pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  .

2.
Untuk mengetahui pengelolaan retribusi daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  .

3.
Untuk mengetahui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  .

4. Untuk mengetahui pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005  .

1.4   Kegunaan KKL



Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya :

a.
Untuk Kepentingan Penulis


Dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2005.

b.
Untuk Kepentingan Teoritis


Mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.

c.
Untuk Kepentingan Praktis


Memberikan masukan mengenai pengelolaan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.

1.5   Kerangka Pemikiran

Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah diperlukan dana atau pembiayaan yang diperoleh dari sumber-sumber keuangan daerah. Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah :

“Keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”(Widjaja, 2002:147).

Secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan didaerahnya. Hak dan kewajiban itu haruslah berupa kekayaan dalam membiayai APBD. Keuangan daerah terdiri dari beberapa komponen. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan bagi daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam buku kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah karangan Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan Pendapatan daerah adalah :

“Pendapatan daerah adalah semua hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran  bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah” (Barata, 2004: 90).

Atep Adya Barata menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan penambahan nilai kekayaan bersih dan juga merupakan penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana pada tahun yang bersangkutan. Secara lebih terperinci Widjaja mengemukakan komponen-komponen PAD masih dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”, yakni sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain”(Widjaja, 2002: 110).


Sumber-sumber keuangan daerah dalam pendapatan asli daerah salah satu nya adalah pajak daerah yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan-peaturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerinyah daerah tersebut (Mardiasmo,1995:50)


Pajak dikenakan pada wajib pajak seperti dikemukakan oleh Pratikno. Pratikno mendefinisikan pajak daerah sebagai, pungutan wajib yang dikenakan pada kelompok pembayar tertentu (wajib pajak) yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pratikno, 2002: 30). Pajak daerah selain berfungsi sebagai sumber keuangan daerah juga merupakan instrument pemerintah daerah untuk menjalankan peran-peran pemerintah, antara lain dalam hal distribusi atau pemerataan pendapatan, regulasi, stabilitatif, dan alokatif.

Dikemukakan pula oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2002:100).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapat lain dikemukakan oleh Munawir, bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk (dalam Kaho, 1991:153).

Menurut Munawir bahwa retribusi dapat dipaksakan oleh pemerintah dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Pengertian retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun, yakni :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung” (dalam Kaho,1991:152).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan di daerah yang dipisahkan adalah sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah suatu Badan usaha yang dimiliki oleh daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutkan disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah.

Kelima komponen lain-lain PAD tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan PAD. Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah.


Menurut Kaho, sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan 

sebagai sumber pendapatan daerah (Kaho,1991:170).

1.6  Metodologi KKL

1.6.1  Metode KKL

Adapun yang penulis gunakan adalah metode deskriptif karena penulis memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif atau mendetail. Subjek yang diteliti yakni satu unit lembaga yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Pengertian metode deskriptif adalah : penelitian Deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar 1995: 4).

1.6.2   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

a.
Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, serta dokumenter, yaitu form pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

b.
Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. studi lapangan ini terdiri dari: 

1.
Observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada diluar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

2. Wawancara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai pengelolaan sumber pendapatan asli daerah.

1.6.3   Sumber Informasi


Sumber Informasi yang peneliti gunakan berasal dari wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

1.6.4   Teknik Analisis Data


 Teknis analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Analisis Data kualitatif: sumber tentang metode-metode baru. (1992 :15-20).


Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil pengunaan dari teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari masyarakat yang menjadi narasumber.


Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang diantara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah di kabupaten Sumedang.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general).

Pengertian analisis data itu sendiri menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial adalah suatu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang dianalisis oleh peneliti adalah data kualitatif.

1.7   Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung. No 19 Telp. (0261) 201354 Fax. (0261) 201354 Sumedang 45323.

Adapun penjadwalan untuk penelitian ini melewati beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Usulan Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli.

2. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus.

3. Pengumpulan data yang dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober. Penulisan Laporan KKL yang dilaksanakan pada bulan September-November.

4. Pengumpulan Laporan KKL yang dilaksanakan pada bulan Desember.
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